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ABSTRAK

Problematika di seputar penerapan konsep otonomi daerah masih menjadi
fenomena di Indonesia dewasa ini. Terkait dengan hal tersebut, terdapat salah
satu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengujian Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap konstitusi / UUD
1945 khususnya terkait aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam undang-
undang tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada prinsipnya
menyatakan pembatalan salah satu penjelasan dalam undang-undang tentang
pemerintahan daerah tersebut.

Tulisan ini bertujuan memahami asas dan dasar pertimbangan putusan
MK mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan aturan pemilihan kepala daerah
(pilkada) tersebut, serta memahami bagaimana pandangan para Hakim Konstitusi
mengenai hal itu.
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Tulisan ini merupakan penuangan sebagian hasil penelitian disertasi
penulis pada tahun 2010. Metoda penelitian yang diterapkan adalah pendekatan
kualitatif, yakni mencari alasan (reasons) di balik tindakan sosial, mencari makna
dari fenomena sosial. Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat.
Sumber data penelitian terdiri dari sumber primer yaitu para Hakim Konstitusi,
dan sumber sekunder berupa sumber-sumber berbentuk tertulis (bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, buku-buku dan bahan-bahan cetakan lainnya).

Kesimpulan penelitian adalah : 1) Asas dan pertimbangan yang mendasari
Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 005 /2005 terkait Pemilihan
Kepala Daerah adalah asas kepastian hukum. Bahwa penjelasan norma hanya
menjelaskan norma dalam undang-undang, bukan menciptakan norma baru.
Apabila penjelasan menciptakan norma baru yang berbeda dengan norma
yang dijelaskannya, terjadi ketidak-pastian hukum. 2) Para Hakim Konstitusi
berpandangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dianggap sebagai
Pemilu ataupun bukan Pemilu. Dari perspektif ketentuan UUD 1945, Pilkada
bukanlah Pemilu, karena menurut pasal 22 E ayat 2 UUD 1945, pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wapres, dan DPRD. Tidak
disebutkan memilih Kepala Daerah, sehingga Pemilihan Kepala Daerah dianggap
bukan pemilu. Di sisi lain, jika ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, pilkada
memiliki kesamaan prinsip dengan pemilu, dan wajar jika dianggap sebagai
permilu.

Kata kunci : Asas Hukum, Mahkamah Konstitusi (MK), Putusan MK, Kepastian
Hukum, Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRACT

The problematics around the implementation of regions autonomy concept
is yet a phenomenon in Indonesia. Related thereto, there is one of Indonesian
Constitutional Court’s (MK) decision regarding the review of the Law number
32 of 2004 regarding Regional Government toward the Indonesian Constitution /
UUD 1945 especially related to the regulation on Regions Head Election (pilkada)
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